
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTEN SELATEN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR #g   TAHUN  2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 58 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang      :   a.     bahwa   dalam   rangka   mengakomodir   usulan   pergeseran
penggunaan dana Belanja Tidak Terduga pada sub Kegiatan
Pengelolaan  Dana  Damrat dan  Mendesak  di  BPKAD  guna
pembayaran  kckurangan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai
(TPP)  pada lnspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2023, maka perlu dilakukan pergeseran Anggaran
dan   Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
2023;

b.     bahwa  berd.asark_ap.  pertim.bangaei_  sebagainana  dinaksud
dalam humf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58
Tahun   2023   tentang     Penjabaran   Peruhahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat         :   i.      Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959  tentang Penetapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun   1953  tentang
Pelpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalinantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai    Undang-Undang    (I+embaran     Negara    Republik
Indonesia  Tahun   1959   Nomor  72,  Tamhahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) , sehagaimana telah
diubah   beberapa   kali,   tera]chir   dengan   Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11 Tanah I,aut, Daerah Tin8kat 11 Tapin dan Daerah Tin8kat 11
Tabalong  Dengan   Mengubah   Undang-Undang   Nomor   27
Tchun   i959  tentang  Pinetapan  Undang-Und-ang  Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11   Di   Kalimantan   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Tahun    1965   Nomor   51,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) ;
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3.      Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4286),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
ter±tang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Cororia VlrzJs "sease
2019   (COVID-19)   dan/atau   dalam   Rangka   Menghadapi
Ancaman   yang   Membahayakan   Perekonomian   Nasional
dan/atau   Stabilitas   Sistem   Keuangan   Menjadi   Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

4.      Undang-Undang      Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan     Negara     (I,embaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi  Coroncz  VI."s  Diseczse  2019  (COVID-19)  dan/atau
dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman yang  Membahayakan
Perekonomian     Nasional     dan/atau     Stabilitas     Sistem
Keuangan    Menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020   Nomor   134,  Tambahan
Lembaran_ Negara Repub±ik lndor±esia Nomor 65 ±6);

5.      Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004   Nomor   104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.      Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    20±±     Nomor    82,
Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5234),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2022    Nomor    143,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6801);

7.      Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   20±4   Nomor   244,   Tambahan   Lembarar±   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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8.      Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014   Nomor  292,  Tambahan   Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  5601),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tabun  2022  tentang  Cipta  Ken.a  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor
41, Tambahan lfembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

9.      Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757) ;

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan   Keuangan   Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

11.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2005    Nomor    48,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4502)     sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pen_err_ntah Nomor 74 Tahun 20±2  tentang Perubahan Ata_a
Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    171,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5340);

12.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnfomasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor   138,  Tambahan  Lembarar±
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56
Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
110, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

13.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   8   Tahun    2006   tentang
Pelaporan    Keuangan    dan    Kinerja   Instansi    Pemerintah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

14.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2007   tentang
Pengelolaan     Uang     Negara/Daerah     (I+embaran     Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   832   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
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15.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang
Standar    Akuntansi     Pemerintahan     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun  2012  tentang Hibah
Daerah  (I,embaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2012
Nomor  5,  Tambahali  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5272);

17.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (I.embaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   92,   Tambahan
Lembaran     Negara     Republik    Indonesia     Nomor     5533)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   27   Tahun-  2014   tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
!r±donesia  Tahun  2020  Nomor   142,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

18.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    18   Tahun   2017   tentang
Hak  Keuangan  dan  Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota
Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  106),  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  1  Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18  Tahun  2-017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6847);

19.   Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha  Mhik  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun   2017   Nomor   305,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

20.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

21.    Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019   Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

22.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

23.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   63   Tahun   2019   tentang
Investasi  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  166,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385) ;
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24.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum      Daerah   (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor   120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum      Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Percanaan
Pembangunan    dan    Keuangan    Daerah    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26.   Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  2022
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2023   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

28.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor  02),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  (Ifmbaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahuri 2021 Nomor 03);

29.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  10  Tahun
2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran
Daerah    Kabupaten   Tabalong   Tahun    2022    Nomor    10,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor
07);

30.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor   11  Tahun
2022  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun    Anggaran    2023    (Lembaran    Daerah    Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

31.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  04  Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

32.   Peraturan  Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun  2022  tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun Anggaran  2023  (Berita Daerah  Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa
kali,  terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08
Tahun   2023   tentang   Perubahan   Kedua  Atas   Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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2023   (Berita   Daerah   Kabupaten   Tabalong   Tahun   2023
Nomor 08);

33.   Peraturan  Bupati Tabalong Nomor  58 Tahun  2023  tentang
Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2023  (Berita  Daerah  Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 59), sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  terakhir dengan  Peraturan  Bupati Tabalong
Nomor  72  Tahun  2023  tentang  Perubahan Atas  Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perijabaran
Perubahan Ang§aran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2023  (Berita  Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :   PERATURAN    BUPATI   TENTANG    PBRUBAHAN    KEDUA   ATAS
PERATURAN    BUPATI   TABALONG    NOMOR    58   TAHUN    2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEIANUA DAERArl TAHUN ANGGARAN 2o23.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  58  Tahun  2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2023   (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2023   Nomor  59),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  72  Tahun
2023  tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun  2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 73), diubah
sebagai berifut:

I.     Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
1.     Pendapatan Daerah semula:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah
Jumlah Pendapatan

Pendapatan Daerah Bertambah
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c.  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah
Jumlah Pendapatan

Rp     221.366.950.012,cO

Rp  1.945.112.180.718,00

RD                                      0.cO

Rp 2.166.479.130.730,00

Rp     221.366.950.012,cO

Rp 1.966.752.605.566,00
RD                                    0.00

Rp 2.188.119.555.578,00
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2.     Belanjasemula
a.  Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c.  Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)
Belanja Bertambah
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c.  Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3.     Pembiayaan semula
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Bertambah
a.  Penerimaan Pembiayaan Daerah
b.  Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto
SILPA Tahun Berkenaan
Total APBD

Rp 1.527.874.079.935,cO

Rp     805.495.041.199,00

Rp        11.549.806.278,cO

Rp   274.302.537.000.00
Rp 2.619.221.464.412,OO

(Rp   452.742.333.682,00)

Rp  1.541.104.029.285,00

Rp     814.127.548.199,cO

Rp        11.327.774.776,cO

Ro     274.302.537.000.cO
Rp 2.640.861.889.260,cO

(Rp  452.742.333.682,00)

Rp     495.378.796.681,00
Rp       42.636.463.000,00

Rp   495.378.796.681,00
Rp      42.636.463.000,00

Rp     452.742.333.681,00

Rp     (0,00)

Rp 2.683.498.352.260,00

2.     Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tercantum  dalam  Lampiran  I  sampai  dengan  Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.     Lampiran I        :   Ringkasan   Perubahan   Penjabaran   Perubahan   APBD
yang   diklasifikan   menurut   Kelompok,   Jenis,   Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
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2.     Lanpiranll      :   Peruhahan   Penjabaran   Perubahan   APBD   menurut
Urusan   Pemerintah   Daerah,    Organisasi,    Fhogram,
Kegiatan,    Sub   Kegiatan,    Kelompok,   Jenis,    Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

3.     Lanpiranlll     :   Dafter  Nana  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran
Alohasi Hihah berupa Uang yang diterima serta SKPD
pemberi Hibch;

4.     hampiranIV     :   Daftar  Nana  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran
Alokasi  Bantunn  Sosial  berupa  Uang  yang  diterima
seuta SKPD Pezriberi Banfuan Sosial;

5.     I.ampiranv      :   Daftar  Nana  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran
Alokasi   Bantunn   Keuangrn   bersifat   Umum   yang
diterima serta Sum peinberi Bantuan Keuangan;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengrtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tahalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal             ,a.,I.i I ~,i`3 i_1   fojj

BupATI TABunNG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundan8kan di Tanjung
paidatanggal    18   .i   83 ji.T!r,i-3£3   _2'j`2?j

SEKRETARIS DAERAI+ KABUPAITEN TABALONG,

TID

HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR    75


